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LANDASAN TEORI

A. Nisbah Bagi Hasil

a.

Pengertian Bagi Hasil
Bagi hasil bisa dikenal juga dengan profit sharing. Profit sharing

dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Namun secara
istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para
pegawai dari suatu perusahaan.' Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu
dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada
laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk

pembayaran mingguan atau bulanan.
Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil,

pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik
penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis
korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis
yang disebut tadi, harus melakukan transparasi dan kemitraan secara baik
dan ideal. Sebab semua pengeliuaran dan pemasukan rutin untuk

kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.>
Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara

shahibul maal dengan mudharib. Bukan untuk kepentingan pribadi
mudharib, dapat dimasukkan kedalam baiya operasional. Keuntungan
bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan

proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan

1 Muhammad Ridwan,Manajemen Baitul Maal wa Tamwil.(Yogyakarta : UII
Press,2004),hal.120

2 Muhammad, Teknik Penghitungan Bagi Hasil di Ba/nk Syari‘ah. (Yogyakarta:UII
Press,2001),hal.23



dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian
telah ditutupi dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada
pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap

sebagai pembagian keuntungan dimuka.
Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang

baik antara shahibul maal dengan mudharib. Kerjasama ekonomi harus
dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi
barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau
ekonomi islam adalah girad atau mudharabah. Qirad atau mudharabah
adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha
pemilik keahlianatau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unut-unit
ekonomi atau proyek usaha. Melalui girad atau mudlarabah keduabelah
pihak yang bermitra tidak akan mendapat bunga, tetapi mendapatkan
bagihasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati

bersama.’
Melalui kerjaasma ekonomi akan terbangun pemerataan dan

kebersamaan. Impliksi dari kerjasama ekonomi adalah aspek sosial politik
dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk
memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan

negara dan kesejahteraan rakyat.*
Lembaga keuangan bank adalah sebuah lembaga perantara antara

pihak surplus dan kepada pihak minus dana. Bank dengan sendirinya

memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan
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kesejahteraan umat. Jika bank mampu memobilisasikan uang dari
masyarakat, secara langsung maupun melalui lembaga keuangan non bank.
Disamping itu uang disalurkan tersebut harus mampu membangkitkan
produktifitas pengusaha-pengusaha yang potensial.
b. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan
profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan
pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi
beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.’ Hal
itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada

laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk

pembayaran mingguan/bulanan.
Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil

ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi
(kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang
disebutkan tadi harus melakukan transparasi dan kemitraan secara baik dan
ideal. Sebab pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan
bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan
proyek.°
c. Konsep Bagi Hasil
Konsep bagi hasil berbeda samasekali dengan konsep bunga yang

diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah konsep bagi hasil

sebagai berikut:

5 Muhammad, Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah. (Yogyakarta:
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1. Pemilik dana menginfestasikan dananya melalui lenbaga
keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.

2. Pengelola/ bank syariah mengelola dana trsebut diatas dalam
sistem pool of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana
tersebut kedalam proyek/ usaha yang layak dan menguntungkan
serta memenuhi aspek syariah.

Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup
kerjasama nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan

tersebut.’

d. Nisbah
Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad

mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini
mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang
bermudhorobah. Mudhorib mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan
shahibul al-mal mendapatkan imbalan atas penyartaan modalnya. Nisbah
keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara
kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah
keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah

pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.?
Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan

masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di

7 Slamet wiyono,Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah..( Jakarta :PT
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perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni
investor dan deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/
investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang
relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai sepesial nisbah, sedangkan untuk
nasabah drposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan
mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak.
Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak
setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah
lebih menarik.’
Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:
1. Presentase
Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase
antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah
tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau
99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentkan atas kesepakatan, bukan
berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh
dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shahibul
al-maal mendapat Rp 50.000,00 dan mudharib mendapat Rp
50.000,00."
2. Bagi Untung Bagi Rugi
Keuntungan diatas itu merupakan konsekuensi yang logis dari
karateristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong kedalam

kontrak investasi (naturel uncertainty contracts). Dalam kOntrak ini,

return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor

9 Ibid., hal.197

10 1bid., hal. 98



riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian
yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian
yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba
ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal

rupiah tertentu.

Bila dalam akad mudharabah ini mendapat kerugian,
pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi
berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan
mengapa nisbah disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah
saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila
bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugian itu harus dibagi
berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.
Hal ini karena ada perbedaan kemampuan mengabsorsi
/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung,
tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apapun
keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat
menikmati keuntungan itu. lain halnya kalau bisnisnya merugi.
Kemampuan shahibuil al-maal untuk menanggung kerugian
finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Dengan
demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal
(finansial) shahibul al-maal dalam kontrak ini adalah 100% maka
kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh shahibul al-maal.

Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) mudharib dalam



kontrak ini adalah 0% andaikata terjadi kerugian, mudharib akan

menanggung kerugian ( finansial ) sebesar 0 % pula.

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib akan
menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah
ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-
sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang
ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek

mudharabah yang di kontribusikan. Bila yang
dikontribusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang
tersebut. Sedangkan yang di kontribusikan adalah kerja, rsikonya
adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak

mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

3. Jaminan
Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi

hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (business risk), bukan
karena resiko karakter buruk mudharib (character risk). Bila kerugian
terjadi karena karakter buruk, misalnya karena midharib lalai dan atau
melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka

shahibul al-maal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.
“Para fugaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu

dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana
dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business
risk.”

4. Menentukan Besarnya Nisbah



Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-
masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul
sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-maal dengan mudharib.
Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50. 60:40, 70:30,
80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli figih sepakat bahwa nisbah 100:0
tidak diperbolehkan."

5. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara penyelesaiannya diambil terlebih
dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan perlindungan
dari modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru
diambil dari pokok modal.

e. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil
Dalam prakteknya mekanisme penghitungan bagi hasil dapat di

dasarkan dua cara profit sharing (bagi laba) dan revenue sharing (bagi

pendapatan),yakni sebagai berikut.
1. Profit sharing (bagi laba) merupakan penghitungan bagi hasil yang

mendasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha
dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha
tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp 1000,00 dan beban-beban usaha
untuk untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp 700,00 maka
profit/laba adalah Rp 300,00 (Rp 1000,00 — Rp 700,00)
2. Revenue Sharing
Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua

kata yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan.

Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau

11 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan edisi II. (Jakarta PT. Raja
Grafindo Persada,2004), hal.199



bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau

pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang
yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang
(goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan

penjualan (sales revenue).

Berdasarkan devinisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa
arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total
penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang
merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa
dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di
dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah
dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut.
Tentunya di dalamnya meliputi modal (capital) ditambah dengan

keuntungannya (profit).

Adapun yang menjadi landasan syariah akad al-musyarakah ini adalah

Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 12, yang artinya :



“..maka mereka berserikat pada sepertiga...”

Selanjutnya dalam Al-Qur’an surat As-shaad ayat 24, dikatakan pula : '
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“.. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang

yang beriman dan mengerjakan amal saleh...”

Sedangkan Hadits Nabi yang berkaitan dengan hal ini dari Abu Hurairah

yang artinya :

“Dari Abu Hurairah, Rasullulloh SAW, bersabda : Sesungguhnya
Allah Azza wa Jalla berfirman : Aku pihak ketiga dari dua orang yang

berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya™.

Hadist ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambaNya yang
melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat

kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

12 Al Qur’an dan Terjemahan Kemeterian Agama Republik Indonesia Tahun 2016



Istilah mudharabah berasal dari kata dharb fi al-ardh — orang yang
bepergian diatas bumi (yadhribuna fi al-ardh) mencari karunia Allal (al-
Muzammil:20). Karena pekerjaan dan perjalanannya, mudharib berhak
atas sebagian keuntungan usaha. Dalam sunnah, para fukuha bersandar
pada praktik mudharabah antara Nabi SAW dan Khadijah sebelum
pernikahannya, ketika Nabi SAW mengadakan perjalanan dagang ke Syria
untuk Khadijah. Jadi, dalil hukum yang dipergunakan untuk mendukung

model ini adalah Al-Qur’an dan Sunnah.

Secara teknis, Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara
dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan
usaha berdasarkan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh
pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola.
Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian si

pengelola, si penegelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Landasan syariah yang mendasari akad ini adalah Al-Qur’an surat Al-

Muzammil ayat 20, yang artinya :"
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“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang
bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas
waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa
akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang
berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang
yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah
(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat
dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan
apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang
paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah;

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”



Sedangkan Hadist Nabi menyatakan sebagai berikut :

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul
muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia
mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni
lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan
tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.
Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasullulah SAW, dan
Rasullullah membolehkannya.

B. Kualitas Pelayanan
a) Pengertian Kualitas Pelayanan

Salah satu cara agar penjualan jasa satu perusahaan lebih unggul di
bandingkan para persaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang
berkualitas dan bermutu yang memenuhi tingkat kepentingan konsumen.
Tingkat kepentingan konsumen terhadap jasa yang akan mereka terima
dapat dibentuk berdasarkan pengalaman dan saran yang mereka peroleh.
Konsumen memberi jasa berdasarkan peringkat kepentingan. Dan setelah
menikmati jasa tersebut mereka cenderung akan membandingkannya

dengan yang mereka harapkan.
Definisi American Society for Quality Control., Kualitas (quality)

adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung
pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau

tersirat.'*

14 Philip Koter dan Kevin Lane Keller, Manejemen Pemasaran, Edisi Ketiga Belas, (Jakarta :
Penerbit Erlangga, 2008), hal. 143



Menurut mantan pemimpin GE, John F. Welch Jr., “kualitas adalah
jaminan terbaik kami atas loyalitas pelanggan, pertahanan terkuat kami
menghadapi persaingan luar negri, dan satu-satunya jalan untuk

mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan. '
Menurut Kotler mendefinisikan pelayanan sebagai “pelayanan

dalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada

suatu produk atau fisik”'®
Sedangkan Atep Adya Barata mengemukakan bahwa “pelayanan

adalah daya tarik yang besar bagi para pelanggan, sehingga korporat bisnis
sering kali menggunakannya sebagai alat promosi untuk menarik minat

»17

pelanggan
Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut

pandang perusahaan tetapi harus dipandang dari sudut padang pelanggan.
Karena itu, dalam merumuskan strategi dan program pelayanan,
perusahaan harus berorientasi pada kepentingan pelanggan dengan

memperhatikan komponen kualitas pelanggan.
Kualitas layanan sangat berpengantung pada tiga hal, yaitu sistem,

teknologi dan manusia. Faktor manusia memegang kontribusi dengan

kualitas produk dan harga.
Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan

kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan

pelayanan kepada pelanggan, serta peningkatan profit perusahaan tersebut

15 Ibid,

. hal 144

16 Ismanto Setyobudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, (Malang: Gava Media, 2014), hal 135

17 Atep Adya Barat, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, (Jakarta: Elex media Komputindo, 2004),

hal 23



sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan konsekuensi atas
pendekatan kualitas pelayanan suatu produk memiliki esensi yang penting
bagi strategi perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai

kesuksesan dalam menghadapi persaingan.
Menurut Parasuraman dalam Rambat Lupiyoadi mengemukakan

bahwa “kualitas layanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan

dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima atau peroleh. '®
Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan

berakhir dengan kepuasan pelnggan serta persepsi terhadap kualitas jasa.
Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa, pelanggan (dan
bukan penyedia jasa) yang menilai tingkat kualitas jasa sebuah

perusahaan.
Islam mengajarkan apabila ingin memberikan hasil usaha yang

baik, berupa barang maupun pelayanan atau jasa hendaknya memberikan
yang berkualitas, jangan memberikan pelayanan atau jasa yang buruk
kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqoroh

ayat 267:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

18 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasran Jasa Teori dan Praktik, (Jakarta: Salemba
Empat, 2001), hal 148



yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih
yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata
terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha

Terpuji”. (QS. Al Bagarah : 267)"

Dalam berbisnis dilandasi oleh dua hal pokok kepribadian yang
amanah dan terpercaya, serta mengetahui dan ketrampilan yang bagus. Dua

hal ini amanah dan ilmu.?

1. Shidiq yaitu benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan
berbagai macam transaksi bisnis. Larangan berdusta, menipu,
mengurangi takaran timbangan dan mempermainkan kualitas akan
menyebabkan kerugian yang sesungguhnya. Nilai shidiq disamping
bermakna tahanuji, ikhlas sertamemiliki kesinambungan emosional.

2. Kretif, berani, dan percaya diri. Ketiga hal itu mencerminkan kemauan
berusaha untuk mencari dan menemukan peluang bisnis yang baru,
prospektif, dan berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan
prinsip kekinian. Hal ini hanya mungkin dapat dilakukan bila seorang
pebisnis memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk berbuat
sekaligus siap menanggung berabagai macam resiko.

3. Amanah dan fathonah merupakan kata yang seringditerjemahkan dalam

nilai bisnis dalam manajemen dan bertanggung jawab, transparan, tepat

19 Al-Qur’an da terjemah Kemeterian Agama Republik Indonesia Tahun 2016

20 Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari’ah Dalam Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2003), hal.56



waktu, memiliki manajemen bervisi, manajer dan pemimpin yang
cerdas, sadar produk dan jasa, secara berkelanjutan.

4. Tablig yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, istilah ini juga
diterjemahkan dalam bahasa manajemen sebgai supel, cerdas, deskripsi
tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat tanggap, koordinasi, kendali,
dan supervise.

5. Istigomah yaitu secara konsisten menampilkan dan
mengimplemantasikan nilai-nilai diatas walau mendapatkan godaan dan
tantangan. Hanya dengan istigomah peluang-peluang bisnis yang
prospektif dan menguntungkan akan selalu terbuka lebar.

a) Ciri — ciri Pelayanan Yang Baik

Setiap bank selalu ingin diangap yang terbaik dimata nasabahnya
karena nasabah akan menjadi pelanggan setia. Ciri — ciri pelayanan yang
baik ini harus segera dapat dipenuhi oleh bank sehingga keinginan nasabah

dapat diberikan secara maksimal.

Berikut ini beberapa ciri pelayanan yang baik yang harus diikuti

oleh para karyawan, yaitu:*

1. Tersedia sarana dan prasarana yang baik

Nasabah ingin dilayani secara prima. Untuk melayani nasabah satu

hal yang sangat penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang

21 Kasmir, Etika Customer service, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hal 33



dimiliki bank. Misalnya, meja dan kursi harus nyaman untuk diduduki dan

lain sebagainya.

. Tersedia karyawan yang baik

Kenyamanan nasbah juga sangat tergantung dari kartawan yang

melayani. Karyawan yang bertugas harus ramah, sopan, dan menarik.

. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai.

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan karyawan harus mampu

melayani dari awal sampai tuntas atau selesai.

. Mampu melayani secara cepat dan tepat

Dalam melayani nasabah diharapkan karyawan harus melakukan
sesuai prosedur. Layanan yang disediakan sesuai jadwal untuk pekerjaan
tertentu dan jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang di

berikan sesuai dengan keinginan nasabah.

. Mampu berkomunikasi

Karyawan harus maampu berbicara kepada nasabah. Karyawan pun

harus mampu dengan cepat memahami keinginan nasabah.



6. Memberi jaminan kerahasiaan setiap nasabah

Menjaga kerahasiaan bank sama artinya dengan menjaga rahasia
nasabah. Oleh karena itu, karyawan harus mampu menjaga rahasia nasabah,

terhadap siapapun.

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik

Untuk menjadi karyawan harus memiliki pengetahuan dan
kemampuan tertentu. Karena karyawan selalu berhubungan dengan
manusia, maka petugas perlu didikan mengenani kemampuan dan

pengetahuannya untuk menghadapi nasabah.

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah

Artinya karyawan harus cepat tanggap apa yang diinginkan oleh nasabah.

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah

Kepercayaan calon nasabah kepada bank mutlak diperlukan

sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah bank yang bersangkutan.

b) Konsep Kualitas Pelayanan
Konsep kualitas pelayanan merupakan fokus penilaian yang

merefleksikan presepsi konsumen terhadap lima dimensi fisik dan kinerja
layanan, menurut Zeithamil, Berry dan Parasuraman menyimpulkan bahwaa

ada lima dimensi yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu: *
1. Reliability (keandalan)

22Irmayanti Hasan, Manejemen Oprasional Prespektif Integratif...... hal 167



Yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan

dengan tepat dan terpercaya.

2. Responsiveness ( ketanggapan ),
Keingginan para staf untuk membantu para pelanggan dan
memberikan pelayanan dengan tanggap..
3. Assurance (jaminan dan kepastian)
Mencangkup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang
dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan.
4. Empathy (empati)
Kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan
memahami kebutuhan para pelanggan.
5. Tangible (berwujud)
Fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. Yaitu
kemampuan suatu lembaga dalam mewujudkan eksistensinya kepada pihak

eksternal.

C. Deposito Mudharabah
1. Pengertian Deposito dan Deposito Syariah
Istilah deposito sangat berhubungan erat dengan dunia

perbankan. Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7

(1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut:



Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan
bank.” Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah dalam
pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito
didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan Akad mudharabah
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.*
Deposito pada bank konvensional menerima jaminan

pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang
telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga,
deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba

atau rugi bank.
Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya sebagai rekening

investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat
mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan
tabungan itu dikumpulkan (pooled) menjadi satu dengan rekening
investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan
pembiayaan (financing). Ada juga simpanan investasi khusus yang
dipakai untuk membiayai proyek tertentu dan hasilnya tergantung pada

keuntungan yang dihasilkan oleh proyek bersangkutan dan nisbah bagi

23 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 151

24 Abdul Ghofur Anshori, Perbankam Syariah di Indonesia, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 99



hasil atau mudharabah fee disetujui bersama antara bank dan

depositor.”
Dalam  hal ini, Bank syariah  bertindak  sebagai

mudharib( pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai
shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,
Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk
melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Dengan demikian,
Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai
seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana
serta beriktikad baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang
timbul akibat kesalahan atau kelaliannya. Disamping itu, Bank syariah
juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang
diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa
melanggar berbagai aturan syariah.?
2. Macam-macam Deposito

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia deawasa ini

sebagai berikut:
a. Deposito Berjangka. Merupakan deposito yang diterbitkan

menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya
bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan.
Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan

maupu lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau

25 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal.
50-51

26Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006), hal. 303-304



setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya,
baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindahbukuan) dan
dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Deposito
berjangka yag diterbitkan dalam valuta asing biasanya
diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan

dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum.
Sertifikat Deposito. Merupakan deposito yang diterbitkan

dengan jangka waktu 2,3,6,12 dan 12 bulan. Sertifikat deposito
diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat
diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka
baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito
sudah tercetak dalam berbagi nominal dan biasanya dalam
jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam

lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.
. Deposito On Call. Merupakan deposito yang berjangka waktu

minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan
atas nama, dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya
50.000.000 (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan
bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call dicairkan
terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah

memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya



dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga

dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank*’
Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:

03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito Menimbang, Mengingat,

Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang deposito.
1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang

berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip

mudharabah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana,

terdapat 2 (dua) bentuk mudharabah, yakni:

1. Mudharabah Mutlaqah
Dalam mudharabah mutlagah bentuk kerja sama antara shahibul

maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jenis
rekening ini, pemegang rekening investasi akan memberikan
wewenang atau kuasa kepada bank syariah untuk mengelola
dananya sesuai dengan apa yang dianggap tepat oleh bank syariah
tanpa membtasi mengenai, bagaimana dan untuk apa tujuan dari
dana tersebut harus dikelola (diinvestasikan). Dibawah naungan

bank syariah, semua dana pemegang rekening investasi akan

27 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010), hal. 85-87



disatupadu atau dicampur dan dengan demikian pula bank syariah
mempunyai hak untuk menggunakannya.?®
2. Mudharabah Muqayyadah

Berbeda halnya dengan deposito mudharabah mutlaqah,
dalam deposito mudharabah muqgayyadah kerja sama antara
shahibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh
spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jenis rekening ini,
pemegang rekening investasi akan mewajibkan beberapa
pembatasan mengenai dimana, bagaimana, dan untuk apa tujuan
dana ini diinvestasikan. Selanjutnya bank syariah dapat membatasi
penggabungan dengan dananya sendiri dengan dana rekening
investasi yang terbatas tersebut bagi tujuan investasi. Di samping
itu, terdapat pembatasan lainnya yang dapat diberikan oleh
pemegang rekening investasi, umpamanya pemegang rekening
investasi dapat mensyaratkan kepada bank syariah untuk tidak
menanamkan dana mereka dalam transaksi penjualan angsuran atau
tanpa agunan (kolateral), atau mensyaratkan bahwa bank syariah itu

sendiri harus melaksanakan investasi lebih daripada melalui pihak

ketiga.”
3. Landasan Hukum Deposito Mudharabah dalam Praktik

Perbankan Syariah

28 Wiroso, Akuntansi Transaksi syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011) hal. 326

29 Ibid. hal. 326-327



Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita
jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam
bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang perbankan syariah.
Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga

mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang
telah diubah dengan PBI No. 10/16/PB1/2008. Pasal 3 PBI dimana
menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan
melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara

lain Akad Wadiah dan Mudharabah.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam fatwa
DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang
menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan
kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan.
Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari
masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertent berdasarkan

perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.*

30 Abdul Ghofur Anshori, Perbankam Syariah..................., hal. 100



4. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Deposito

Perbankan Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah
menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari
nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana
investasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Aplikasi mudharabah
secara teknis dalam deposito dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank
Indonesia (SEBI) No. 10/14/DpbS tertanggal 17 Maret 2008, yang
merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang
pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang
telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan
penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad mudharabah

berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal)
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-

batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah
muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari

pemilik dana (mudharabah mutlagah)
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik

produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur



dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi

informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas

pembukuan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito

atas dasar akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis
5. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara

jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh

nasabah
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang

disepakati
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai

waktu yang disepakati
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi

berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya
pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan
transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan

rekening, dan
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan

nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa
dalam perbankan syariah mengenai instrument penghimpunan dana dari
masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrument simpanan,
yaitu giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito (time
deposit). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga
sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah

menggunakan dua prinsip perjanjian dalam islam yang didalamnya



diyakini tidak mengandung unsure riba, maisyir, gharar, yaitu prinsip

titpan (wadiah) dan prinsip bagi hasil (mudharabah).

Pada produk perbankan syariah berupa giro (demand deposit)
sebagai produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu biasanya
menggunakan akad wadiah yad dhamanah yaitu suatu titipan dimana bank
selaku pihak yang dititipi berhak menggunakan dana tersebut dengan
ketentuan sewaktu-waktu nasabah mau mengambil bank dapat
menyediakan dana sejumlah yang disimpan oleh nasabah. Sedangkan
mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa
tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad mudharabah
mutlaqah.Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar atau disalurkan
kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad mudharabah
muqayyadah sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.
Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi
hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal
akad. Dengan menggunakan akad mudharabah nasabah juga menanggung
risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian

uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.*'

D. Kajian Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Rianto Al Arif, “Tingkat Suku

Bunga Bank Konvensional dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Presentase

Bagi Hasil di Bank Syariah” Penelitian ini membahas tentang Bank Syariah

31 Ibid.;hal. 101-103



dalam menentukan mrgin sangat berpengaruh signifikan terhadap suku bunga
bank konvensional sebagai salah satu faktor dalam penentuan marjin bagi
hasil di bank syariah. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini menunjukkan
bahwa tingkat suku bunga bank konvensional secara signifikan mempengaruhi
dalam penentuan marjin bagi hasil di bank syariah. Hal ini memberi makna
bahwa dalam penentuan marjin bagi hasil di bank syariah tidak dapat
dipisahkan dari pengaruh dalam penentuan tingkat suku bunga bank

konvensional sebagai acuan.*
Penelitian yang dilakukan oleh Himmatul Aliah, “Pengaruh Kualitas

Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah  Terhadap Kepuasan
Nasabah KPR di BNI Syariah Cabang Samarang” mengatakan tujuan dari
penelitiannya adalah untuk mengumpulkan bukti empiris mengenai hubungan
kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prisip syariah. Variabel Kualitas
Pelayanan (X1) dan Prinsip-prinsip syariah (X2) secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah KPR di BNI

Syariah Cabang Semarang. *

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Heri Pramono, 2013,
berjudul, pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, dan Tingkat
Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi empiris pada
Bank syariah di Indonesia Tahun 2010-2012). Alat analisis yang digunakan uji

normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil

32 M. Nur Rianto Al Arif, (Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional dan Pengaruhnya Terhadap
Penetapan Presentase Bagi Hasil di Bank Syariah)Jurnal Kemenag RI thn 2019

33 Himmatul Aliah, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-prinsip Syariah
Terhadap Kepuasan Nasabah KPR di BNI Syariah Cabang Semarang, (Skripsi S1, Semarang.
IAIN Walisongo,2009)



penelitian menunjukkan deposito mudharabah, spread bagi hasil, tingkat bagi
hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi
hasil, deposito mudharabah positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil,
spread bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis
bagi hasil, dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan berbasis bagi hasil.*
E. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir penelitian merupakan model koseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah
diidentifikasi. Berdasarkan landasan teori di atas, dibangun kerangka
berpikir yang menjadi acuan penelitian ini yaitu “Ddiduga ada pengaruh
yang signifikan antara nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap

minat deposito mudharabah ”.

Adapun kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dalam gambar

BAGAN 2.1
Kerangka Konseptual
H1
NISBAH BAGI HASIL (X1)
MINAT DEPOSITO
MUDHARABAH
KUALITAS PELAYANAN (X2) H2

H3




Keterangan

: Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara
parsial

fffff : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara

simultan
Y : Minat Deposito Mudharabah
X1 : Nisbah Bagi Hasil
X2 : Kualitas Pelayanan
H1 : Hipotesis Pertama
H2 : Hipotesis Kedua
H3 : Hipotesis Ketiga

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal
dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menentukan/mengarahkan
penyelidikan selanjutnya.*® Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan
jawabn smentara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban
yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum
didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

data.*

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan yaitu Hipotesis
kerja (Ha) dan Hipotesis nol (Ho). Hipotesis kerja (Ha) adalah suatu
hipotesis yang menyatakan ketidaksamaan, perbedaan atau adanya

pengaruh (hubungan) antara dua variabel yang dipersoalkan.Hipotesis nol

35 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Ed. Kedua (Jakarta :
RajaGrafindo), Hal 104

36 Sugiyono, Metode Penilitian Bisnis (Bandung: Alfabeta) hal 51



(Ho) adalah Hipotesis yang menyartakan adanya kesamaan atau tidak
adanya perbedaan atau tidak adanya pengaruh hubungan antara dua

variabel yang dipersoalkan. *’

Adapun hipotesis dalam penelitian ini peneliti mempunyai hipotesis :

1. Terdapat pengaruh nisbah bagi hasil terhadap minat deposito

mudharabah pada bank syariah bukopin cabang sidoarjo.
2. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat deposito

mudharabah pada bank syariah bukopin cabang sidoarjo
3. Terdapat pengaruh nisbah bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap

minat deposito mudharabah pada bank syariah bukopin cabang

sidoarjo

37 Moh.Prabunda Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta : Bumi Aksara), hal.30



